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ABSTRACT

The construction of an integrity zone is a miniature implementation of
bureaucratic reform in Indonesia. Based on PAN-RB Ministerial Regulation No. 90
of 2021, building integrity zones in work units of the Ministry of ATR/BPN is a
priority for the national strategy in preventing corruption. In ATR/BPN Ministerial
Regulation No. 10 of 2023 concerning the Road Map for Bureaucratic Reform
2020-2024 of the Ministry of ATR/BPN, it is stated that the targets and goals for
developing Integrity Zones within the Ministry of ATR/BPN have previously been
determined in Minister of ATR/BPN Regulation No. 27 of 2021 has not been
achieved. The target in 2023 is that 200 work units (35%) have the WBK/WBBM
predicate, however only 43 work units or 8.38% of all work units/work units within
the Ministry of ATR/BPN have the WBK/WBBM predicate. One of the work units
that succeeded in achieving the WBK title at the end of 2022 is the Karanganyar
Regency Land Office. This research aims to determine the strategy for building an
integrity zone in achieving the WBK title, as well as identifying supporting and
inhibiting factors, and the impact of building an integrity zone on the quality of
service to the community at the Karanganyar Regency Land Office. The method
used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The data
sources used include primary data and secondary data. Data collection techniques
applied include interviews, observation and documentation.

The results of research on the development of integrity zones at the
Karanganyar Land Office show that the strategies used to achieve the WBK title
include leadership commitment, ease of service, programs that touch the
community, media management, monitoring and evaluation, determining agents of
change, establishing a road map towards WBK/WBBM, and controlling
gratification and illegal levies. The supporting factors for building an integrity zone
include leadership commitment, internalization of building an integrity zone,
teamwork, forming change agents, handling complaints, and openness to public
information. Meanwhile, inhibiting factors include employee awareness, work
arrears, and complaints from the public. The construction of this integrity zone has
a positive impact on the quality of services to the community, such as improving
complaint management, quality of performance, and the creation of land service
innovation. On the other hand, the negative impact is in the form of dissatisfaction
with service users due to Kantah Karanganyar's inability to always fulfill the
service promises that have been offered.

Keywords: Integrity Zone, Strategy, Implementation, Supporting and Inhibiting
Factors, Impact
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan korupsi di Indonesia terus mewarnai berbagai media
cetak maupun elektronik. Korupsi sudah menjadi pemberitaan umum, seakan-
akan menjadi budaya dan dianggap sebagai permasalahan yang wajar terjadi
dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan catatan Transparency International
Indonesia (selanjutnya disebut TII) pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia
termasuk jajaran negara terkorup di dunia. Catatan TIlI merujuk pada Indeks

Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia seperti diagram dibawah ini :
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Gambar 1. Diagram Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2021-2023

Sumber : Transparency International Indonesia Tahun 2021-2023

Indeks Persepsi Korupsi (selanjutnya disebut IPK) Indonesia tahun
2022 berada di skor 34/100 dan menempati peringkat 110 dari 180 negara yang
disurvei. Skor IPK ini mengalami penurunan sebesar 4 poin dari tahun 2021,

sedangkan tahun 2023 skor IPK Indonesia masih sebesar 34 poin. Skor IPK



tersebut stagnan dari tahun sebelumnya, justru peringkatnya terjun bebas ke
peringkat 115 dari 180 negara. Turunnya peringkat menunjukkan bahwa
penanganan korupsi masih berjalan lambat sehingga diperlukan upaya lebih
serta komitmen kuat dari para pemangku kepentingan untuk memberantas
korupsi.

Kajian Komisi Pemberantas Korupsi (KPK, 2023) mengungkapkan
bahwa pelayanan publik merupakan sektor yang sangat rawan terhadap adanya
praktik korupsi. Salah satu ujung pangkal tindak pidana korupsi pada ranah
pelayanan publik adalah adanya maladministrasi, pungutan liar dan suap
menyuap. Korupsi pada ranah pelayanan publik mempunyai dampak yang
berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak
luas bagi masyarakat. Dengan demikian, citra pelayanan publik pun akan
semakin memburuk sehingga timbul krisis kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.

Di era modern ini, tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik
yang baik semakin meningkat. Peningkatan kualitas pelayanan publik
merupakan isu yang sangat krusial. Pelayanan publik merupakan wajah
pemerintah, akan tetapi masyarakat sudah memberikan stigma negatif terhadap
kualitas pelayanan publik. Anggapan bahwa prosedur pelayanan publik yang
rumit, mahal, lama, tidak transparan, kurang informatif, tidak jelas biayanya,
dan tidak jelas waktu penyelesaiannya masih melekat di pikiran masyarakat
(Lestari & Santoso, 2022 : 44). Derasnya kritik masyarakat terhadap rendahnya
kualitas pelayanan publik memberikan tekanan kepada pemerintah untuk terus
melakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi pada sektor pelayanan publik merupakan salah
satu cara yang digunakan pemerintah untuk menggerus citra buruk yang
melekat pada kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik
menjadi salah satu sasaran penting reformasi birokrasi sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut Kementerian PAN-RB)



membentuk Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang termuat dalam
Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020 jo Peraturan Menteri PAN-RB
No. 3 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut percepatan reformasi birokrasi.
Pemerintah terus menggalakkan percepatan reformasi birokrasi melalui
pembangunan zona integritas di seluruh di seluruh Kementerian/Lembaga
(K/L) hingga instansi pemerintah di daerah. Dukungan percepatan reformasi
birokrasi oleh instansi penyelenggara pelayanan publik direalisasikan melalui
pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(selanjutnya disebut WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(selanjutnya disebut WBBM). Adanya pembangunan zona integritas secara
masif, diharapkan dapat berdampak luas terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
Laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2022 menginformasikan
bahwa dari 8292 laporan yang masuk, sebanyak 878 laporan (10,58%)
merupakan laporan terhadap instansi Badan Pertanahan Nasional. Tidak
berbeda jauh dari tahun sebelumnya, hasil Laporan tahunan Ombudsman RI
tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 8458 laporan yang masuk, terdapat 769
laporan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional. Baik tahun 2022
maupun 2023, Badan Pertanahan Nasional masih menempati urutan 3 (tiga)
terbanyak sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait
masalah penyelenggaraan pelayanan publik. Menindaklanjuti hal tersebut,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya
disebut ATR/BPN) terus berupaya mendorong implementasi capaian zona
integritas menuju predikat WBK dan WBBM, demi mewujudkan peningkatan
pelayanan publik yang prima, bersih, dan akuntabel. Selain itu, penanaman
nilai-nilai integritas yang menjadi jargon Kementerian ATR/BPN seperti
Melayani, Profesional dan Terpercaya diyakini dapat berperan dalam
memotong akar korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Puncaknya
pada tanggal 23 Oktober 2023, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari
Sabang sampai Merauke melaksanakan Deklarasi dalam rangka penguatan

antikorupsi untuk penyelenggaraan negara yang berintegritas.



Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi oleh Kementerian
ATR/BPN berfokus pada unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan
masyarakat seperti Kantor Wilayah BPN (selanjutnya disebut Kanwil BPN)
Provinsi dan Kantor Pertanahan. Pembangunan zona integritas pada unit
kerja/satuan kerja tersebut merupakan salah satu pembangunan zona integritas
yang menjadi prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (selanjutnya
disebut Stranas PK). Selanjutnya, keberhasilan pembangunan zona integritas
pada unit kerja/satuan kerja akan diberikan apresiasi berupa predikat
WBK/WBBM. Bentuk apresiasi pemerintah pada unit kerja/ satuan kerja yang
mampu mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
akan diberikan predikat WBK. Sedangkan, bagi unit kerja/ satuan kerja yang
sudah dapat mencegah KKN dan mampu memberikan pelayanan yang prima
akan diberikan predikat WBBM. Capaian predikat WBK/WBBM menjadi hal
yang penting karena sebagai bukti nyata komitmen Kementerian ATR/BPN
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat ini, pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan
Kementerian ATR/BPN mengacu pada Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2023
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian ATR/BPN dan
Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Berdasarkan Road
Map tersebut disebutkan bahwa target dan sasaran pembangunan Zona
Integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang sebelumnya telah
ditetapkan dalam Permen ATR/BPN No. 27 Tahun 2021 belum tercapai, yakni:

Sasaran . Baseline Target
Indikat Satu
Reformasi et — (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Meningkatny
Coonsiine o |fumlah Usit Kerjal % Jumian | 10Uzt | 22 Unit | 50 Usit | 100 Unit| 200 Unit | 275 Unit
P Berpredikat "" WBK | WBK | WBK | WBK | WBK | WBK

akuntabilitas
kinerja birokrasi

WBK/WBBM Unit Kerja) 2%) | @%) | (10%) | 20%) | (35%) | (50%)

Gambar 2. Road Map Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian
ATR/BPN

Sumber : Permen ATR/BPN No. 27 Tahun 2021




Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu
kantor pertanahan yang berhasil meraih predikat WBK pada akhir tahun 2022.
Hal ini layak diapresiasi dan dijadikan percontohan (role model) bagi satuan
kerja lain atau instansi lain mengingat predikat WBK tidak dapat diraih dengan
mudah. Berdasarkan surat dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
ATR/BPN No. OT.02/25-900/1/2023 tentang pelaksanaan pembangunan zona
integritas tahun 2023 diinformasikan bahwa sejak tahun 2016-2022,
pembangunan zona integritas yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN
terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Pertanahan yang berhasil meraih predikat
WBK/WBBM. Sementara tahun 2023, 6 (enam) satuan kerja berhasil meraih
predikat WBK. Jadi sebanyak 8,38% dari total 513 unit kerja di lingkungan
Kementerian ATR/BPN telah memperoleh predikat WBK/WBBM. Hal ini
tentu kontraproduktif dengan target Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Kementerian ATR/BPN vyaitu pada tahun 2023 sebanyak 200 atau 35% unit
kerja telah berpredikat WBK/WBBM. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa meraih predikat WBK/WBBM bukanlah hal yang mudah mengingat
target pembangunan zona integritas Kementerian ATR/BPN belum tercapai,
baru 8,38% unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian dengan judul “Strategi Meraih Predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Dampak Pembangunan Zona Integritas
Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat (Studi di Kantor

Pertanahan Kabupaten Karanganyar)”.

. Rumusan Masalah

Pada saat melakukan penelitian, hal utama yang harus dilakukan oleh
peneliti adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah menggambarkan
secara jelas skema penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.
Sebagaimana dijelaskan Suriasumantri (2003) dalam Ridha (2017), rumusan
masalah berisi pernyataan tersurat dalam bentuk kalimat tanya mengenai

permasalahan penelitian yang jawabannya akan dicari melalui penelitian.



Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana strategi pembangunan zona integritas untuk meraih predikat
Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembangunan zona integritas
dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar?

3. Bagaimana dampak pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
(ZI WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap kualitas
pelayanan pada masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikan sasaran dan hasil yang ingin
dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian dijabarkan secara jelas dan tegas
dalam bentuk kalimat pernyataan yang diawali kata hubung tujuan ataupun
kata kerja pada awal kalimat seperti mengetahui, menganalisis, menilai dll.
Merujuk rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang hendak
dicapai pada penelitian ini, yaitu :

a. Mengetahui strategi pembangunan zona integritas yang digunakan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam rangka meraih
predikat Wilayah Bebas Korupsi;

b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembangunan zona
integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi di
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;

c. Mengetahui dampak pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas
Korupsi (selanjutnya disebut ZI WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat.



2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan nilai guna hasil penelitian

karena hakikatnya setiap penelitian memiliki nilai guna yang berbeda-beda.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan, baik dari segi akademis, sosial maupun praktis, sebagai
berikut :

a. Manfaat Akademis

1)

2)

Penelitian ini dapat andil memberikan kontribusi positif bagi
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang reformasi birokrasi
pelayanan publik khususnya strategi pembangunan zona integritas
untuk meraih predikat WBK pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan pada
masyarakat;

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang

memilih tema sejenis terkait pembangunan zona integritas.

b. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi

pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun atau

mereplikasi strategi untuk menyukseskan pembangunan zona integritas

sehingga muncul zona-zona baru yang berhasil meraih predikat WBK.

c. Manfaat Praktis

1)

Bagi Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat memantik semangat Kementerian
ATR/BPN untuk melaksanakan percepatan pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM. Percepatan tersebut diperuntukkan
bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang belum
mencapai predikat WBK/WBBM.



2)

3)

4)

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Penelitian ini memberikan gambaran pembangunan ZI WBK di
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat menjadi
bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, arah dan strategi

selanjutnya untuk mencapai predikat WBBM.

Bagi STPN Yogyakarta

Penelitian ini dapat menjadi salah satu koleksi karya tulis ilmiah di
perpustakaan STPN Yogyakarta, sehingga menjadi literature bagi
taruna STPN Yogyakarta atau mahasiswa perguruan tinggi lainnya
yang membutuhkan informasi berkaitan dengan pembangunan zona

integritas.

Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengimplementasikan
ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Penelitian ini juga
menjadi sarana pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan dan
pengalaman peneliti di bidang reformasi birokrasi pelayanan publik

khususnya pembangunan zona integritas.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di Kantah
Karanganyar telah berjalan dengan baik. Pembangunan zona integritas di
Kantah Karanganyar berpedoman pada Permen PAN-RB No. 90 Tahun
2021. Adapun strategi yang digunakan Kantah Karanganyar untuk meraih
predikat WBK meliputi komitmen pimpinan, kemudahan pelayanan,
program yang menyentuh masyarakat, manajemen media, monitoring dan
evaluasi, penetapan agen perubahan, pembentukan road map menuju
WBK/WBBM, serta pengendalian gratifikasi dan pungutan liar.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembangunan zona integritas di
Kantah Karanganyar, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.
Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, internalisasi pembangunan
zona integritas, kerja sama tim, pembentukan agen perubahan, penanganan
pengaduan, dan keterbukaan informasi publik. Faktor penghambat meliputi
kesadaran pegawai, tunggakan pekerjaan, dan pengaduan dari masyarakat.
Pembangunan zona integritas di Kantah Karanganyar lebih dominan
membawa dampak positif terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat.
Adapun dampak positifnya adalah terjadi peningkatan pengelolaan
pengaduan, peningkatan kualitas kinerja, mendorong Kantah Karanganyar
untuk menghadirkan Inovasi Pelayanan Pertanahan. Keberhasilan
peningkatan kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari nilai IKM, kehadiran
pemohon tanpa kuasa dan apresiasi dari Ombudsman RI berupa
Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya ketidakpuasan pengguna
layanan sebagai akibat dari ketidakmampuan Kantah Karanganyar untuk

terus memberikan pelayanan sesuai janji yang telah ditawarkan.
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B. Saran
Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini
dijabarkan dalam beberapa poin berikut:

1. Strategi pembangunan zona integritas yang telah diterapkan oleh Kantah
Karanganyar dapat dijadikan sebagai alternatif bagi unit kerja lain di
lingkungan Kementerian ATR/BPN atau instansi pemerintah lain yang
sedang berjuang membangun zona integritas untuk meraih predikat WBK.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan zona integritas di
Kantah Karanganyar dapat dijadikan pelajaran bagi unit kerja lain di
lingkungan Kementerian ATR/BPN atau instansi pemerintah lainnya untuk
merumuskan strategi yang lebih efektif dengan mengoptimalkan faktor
pendukung dan meminimalkan faktor penghambat.

3. Kantah Karanganyar dapat memaksimalkan dampak positif pembangunan
zona integritas dengan cara memperkuat sistem pengelolaan pengaduan,
meningkatkan kualitas kinerja pegawai melalui pemberian penghargaan dan
insentif bagi pegawai berkinerja tinggi, dan mengembangkan inovasi yang
melibatkan masyarakat dalam perancangannya. Kantah Karanganyar dapat
meminimalisir dampak negatif yang ada dengan cara melakukan evaluasi
berkala terhadap janji pelayanan yang ditawarkan dan perbaikan pelayanan.

4. Bagi penelitian selanjutnya yang mengambil tema terkait zona integritas,
perlu mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan pembangunan zona
integritas pada masing-masing kelompok kerja. Penelitian perlu difokuskan
pada salah satu atau beberapa kelompok Kkerja supaya memperoleh
informasi lebih detail lagi mengingat ruang lingkup pembangunan zona

integritas sangat luas.
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